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TENTANG

PENETAPAN AMBULANCE KENAGARIAN PAINAN

KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI PAINAN,

bahwa ambulance
Nagariadalahsalahsatubentuksemangatgotongroyongda
nsalingpedulisesamawargalNagari, dalam system
rujukandaridesake wunit rujukankesehatan yang
berbentukalattransportasi;)

bahwa ambulance Nagariadalahsuatualattransportasi

yang merupakanpartisipasimasyarakat, yang
digunakanuntukmengantarkanwarga yang
membutuhkanpertolongandanperawatan di

tempatpelayananKesehatan,;
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksu
dpadahuruf a danhuruf b, perluditetapkan ambulance
Nagari, yang dapatdigunakanolehmasyarakat yang
membutuhkanpelayanankesehatandaruratkefasilitaspe
layanankesehatandenganKeputusanWaliNagariPainan ;
Undang — undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang - wundang Drt. Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang — undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang - undangNomor 4 Tahun 1984



tentangWabahPenyakitMenular  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - undangNomor 7 Tahun 2004
tentangSumberDaya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan  Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang  —undangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437)
sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang -
UndangNomor 12 Tahun 2008

tentangPerubahanKeduaAtasUndang - UndangNomor
32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang - undangNomor 32 Tahun 2009
tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
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Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang - undangNomor 1 Tahun 2011
tentangPerumahandanKawasanPemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun
2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
undang Nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

PeraturanPemerintahNomor 40
Tahun1991tentangPenanggulanganWabahPenyakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 49 TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447;

PeraturanPemerintahNomor 16 Tahun 2005
tentangPengembangan system Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33 TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

PeraturanPemerintahNomor 58
Tahun2005tentangPengelolaanKeuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005
tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, TambahanLembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4587);

PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005
tentangKelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

PeraturanPemerintahNomor 79
Tahun2005tentangPedomanPembinaandanPengawasan
PenyelenggaraanPemerintahan  Daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

IntruksiPresidenRepublik Indonesia, Nomor 1 Tahun
2017 tentangGerakanMasyarakatHidupSehat;

Peraturan BersamaMenteriDalamNegeridanMenteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 danNomor
1138 /Menkes/PB/VIII/2005tentang
PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat;

PeraturanMenteri Pembangunan Daerah
TertinggalNomor 1 Tahun 2013 tentangPedoman
Pembangunan PerdesaanSehat Di Daerah Tertinggal;

PeraturanMenteriKesehatanNomor 3 Tahun 2014
tentangSanitasi Total BerbasisMasyarakat;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015
tentangPembentukanProdukHukum Daerah;

KeputusanMenteriKesehatanRepublik Indonesia
Nomor 1529 /Menkes/SK/X/2010
tentangPedomanUmumPengembanganDesadanKelurah
ansiagaaktif:

PeraturanMenteriKesehatanNomor
741/Menkes/Per/VI[/2006 tentangStandarPelayanan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Minimal (SPM) BidangKesehatan di Kabupatendan
Kota;

PeraturanDaerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2008 tentang PenetapanUrusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :
Penetapan ambulance Nagari di
KenagarianPainanKecamatanIV Jurai
,KabupatenPesisir Selatan,
sebagaimanatercantumpadalampirankeputusanini,
danmerupakanbagian yang

tidakterpisahkandariKeputusanWaliNagariini.

Penyedian Ambulance Nagari bertujuan :

1. Mempercepat pelayanan kegawat daruratan
masalah kesehatan, bencana serta kesiap
siagaan mengatasi masalah kesehatan yang
terjadi atau mungkin terjadi dalam masyarakat;

2. Mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu
(AKI) dan Angka Kmatian Bayi (AKB) karena
hamil, nifas dan melahirkan;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah  Kabupaten Pesisir Selatan (Dana
Alokasi Umum Nagari) atau Sumber lain yang sah
dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
rogl, 5 Januari 2017
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LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

NOMOR : 18/ Kpts / WNP- 2017

TANGGAL : 5 Januari 2017

TENTANG :PENETAPAN AMBULANCE KENAGARIAN
PAINAN KECAMATAN IV~ JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO NAMA PEMILIK JENIS NOMOR ALAMAT
KENDARAAN KENDARAAN TELP/HP

1. ALI BASRAL Sedan 082386954765

2. ALFIN Sedan 085263718015

3. YULI Mini Bus 085271650997




